| SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terkahir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan
perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6905);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor S038);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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Menetapkan

KESATU

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemililhan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun
2026.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026.

Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang Tahun 2026 masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

OGI AHMAD FAUZI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2026
No. Jabatan PPID Nama Jabatan
1. Ogi Ahmad Fauzi Ketua KPU Kab. Sumedang
2. Asep Wawan Anggota KPU Kab. Sumedang
1. | Pembina PPID 3. Fajar Septian Anggota KPU Kab. Sumedang
4. Iyan Sopian Anggota KPU Kab. Sumedang
5. Rizal Sopian Anggota KPU Kab. Sumedang
1. Fajar Septian Anggota KPU Kab. Sumedang
2. | Tim Pertimbangan 2. Anton Firmansyah Sekretaris KPU Kab. Sumedang
. x Kasubbag Partisipasi, Hubungan
3. Pudji Apsari Masyarakat dan SDM
3. | Atasan PPID Anton Firmansyah Sekretaris KPU Kab. Sumedang
Pejabat Pengelola Informasi ™ ’ Kasubbag Partisipasi, Hubungan
b | dan Dologmentasi @0iD) = |© 2-Apsas Masyarakat dan SDM
. . Kasubbag Keuangan, Umum dan
1. Dedi Haryadi Logistik
5 Dian Noviana Kasubbag Perencana:'an, Data
dan Informasi
5. | Tim Penghubung Kasubbag Teknis
3. Robby Yulianto Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum
4. Asep Wawan Ahli Pertama Penata Kelola
Kurniawijaya Pemilu
1. Mohamad Akmal Penyusun Materi Hukum dan
6 Petugas Pelayanan Aldeyae Perundang-undangan

Informasi

2. R. Tedi Supriyadi

PPPK - Ahli Pertama Penata
Kelola Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SUMEDANG

P =S

KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI
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